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Abstrak  

 

Dengan kemajuan teknologi otomotif dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

isu lingkungan, kendaraan hybrid semakin mendapat perhatian dalam industri otomotif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak ekonomi dari penerapan insentif 

PPnBM DTP 3% (Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah) untuk 

kendaraan hybrid pada tahun 2025 dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, 

menggunakan analisis Input-Output (IO) berdasarkan tabel IO tahun 2020 yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kebijakan ini berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan total output ekonomi 

sebesar Rp1,24 triliun, disertai dengan peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 

Rp320,52 miliar serta potensi penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 9.028 tenaga kerja. 

Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menambah penerimaan PPN sebesar Rp73,32 

miliar. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena sektor yang paling 

terkait—yaitu perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor—

memiliki keterkaitan yang relatif lemah dengan industri hulu dan hilir. Selain itu, sektor-

sektor ini hanya menempati peringkat keempat dalam indeks kepekaan dan penyebaran. 

Oleh karena itu, untuk mencapai dampak ekonomi yang lebih optimal, insentif fiskal 

sebaiknya diprioritaskan pada sektor-sektor dengan nilai multiplier yang lebih tinggi. 

 

Kata Kunci: Input-Output, Insentif Pajak, Kendaraan Hybrid, PPnBM DTP 

 

Abstract 

 

With advancements in automotive technology and increasing public awareness of 

environmental issues, hybrid vehicles are gaining greater attention in the automotive 

industry. This study aims to evaluate the economic impact of the implementation of a 3% 

Government-Borne Luxury Goods Sales Tax (PPnBM DTP) incentive for hybrid vehicles 

in 2025 through a descriptive quantitative approach, utilizing Input-Output (IO) analysis 

based on the 2020 IO table published by Statistics Indonesia (BPS). The analysis results 

indicate that this policy has the potential to contribute to an increase in total economic 

output of IDR 1.24 trillion, accompanied by an increase in household income of IDR 

320.52 billion, and the potential creation of employment for approximately 9,028 

workers. Additionally, this policy may generate an increase in Value Added Tax (VAT) 

revenue of IDR 73.32 billion. However, the effectiveness of this policy remains limited 

due to the relatively weak linkages of the most related sectors—namely wholesale and 

retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles—with upstream and 

downstream industries. Furthermore, these sectors only rank fourth in both sensitivity 

and dispersion indices. Therefore, to achieve a more optimal economic impact, fiscal 

incentives should be prioritized for sectors with higher multiplier values. 
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PENDAHULUAN  

 

Stimulus fiskal merujuk pada strategi intervensi pemerintah dalam 

menggerakkan roda perekonomian, baik dengan peningkatan belanja negara maupun 

melalui penyesuaian kebijakan perpajakan, dengan tujuan memperkuat daya beli 

masyarakat dan mendorong produktivitas nasional (Masrufah, 2022). Kebijakan ini 

memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, membuka 

lapangan kerja baru, serta menjaga stabilitas melalui pengendalian inflasi (Rahman & 

Sudirman, 2025). Lebih lanjut,  Irawan (2023) menegaskan bahwa penerapan stimulus 

fiskal yang tepat dapat membantu pemerintah dalam memitigasi risiko terjadinya 

kondisi ekonomi yang merugikan seperti pengangguran dan tekanan inflasi. 

Dalam konteks implementasi stimulus fiskal, sektor otomotif menempati posisi 

strategis sebagai salah satu kontributor terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 

(Faturrochman & Yaasiin, 2024). Namun demikian, di balik kontribusi ekonominya 

yang besar, sektor ini juga menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar dalam emisi 

karbon di Indonesia (Tambunan, Samaria & Nur’aeni, 2024; Mubarak & Ratnasari, 

2025). Machmud, Surono, dan Hasanudi (2021) menunjukkan bahwa sekitar 60% 

hingga 70% emisi karbon dihasilkan oleh sektor transportasi, sementara sektor industri 

menyumbang sekitar 10% hingga 15%, dan sisanya berasal dari aktivitas pembakaran 

lain, seperti konsumsi energi rumah tangga serta kebakaran hutan. 

Temuan ini sejalan dengan data dari Badan Pusat Statistik (2025a) yang 

menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor konvensional di 

Indonesia mengalami peningkatan yang pesat, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, 

laju urbanisasi, dan peningkatan daya beli masyarakat. 

 

 
Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025a), diolah penulis 

 

Berdasarkan data BPS pada Gambar 1, dilihat secara keseluruhan, jumlah 

kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan dari periode 2015 hingga 

2022. Sepeda motor dan mobil penumpang tercatat sebagai kontributor terbesar 

terhadap total populasi kendaraan. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor ini 

menyebabkan lonjakan konsumsi bahan bakar fosil secara signifikan yang dapat 

berdampak buruk bagi lingkungan akibat pencemaran udara yang berasal dari emisi gas 

kendaraan bermotor (Yulanto & Iskandar, 2021).  
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Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah memberikan salah satu bentuk 

insentif fiskal, yaitu kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung 

Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3% untuk kendaraan berteknologi hybrid. Kebijakan 

ini merupakan bagian dari strategi fiskal yang dirancang sebagai kompensasi atas 

kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai diberlakukan 

pada 1 Januari 2025 (Meilanova, 2024). Selain itu, insentif ini juga bertujuan untuk 

menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam pembelian kendaraan bermotor ramah 

lingkungan. Hal ini menjadi penting mengingat harga kendaraan listrik masih tergolong 

tinggi, terutama disebabkan oleh harga komponen baterai yang menyumbang sekitar 

50–60% dari total biaya produksi (Prihatini & Utomo, 2025). Dalam konteks transisi 

menuju kendaraan listrik, kendaraan hybrid dipandang sebagai solusi jangka menengah 

yang efektif karena mampu mengurangi emisi karbon sekaligus memberikan efisiensi 

energi yang lebih baik dibandingkan kendaraan konvensional (Yulanto & Iskandar, 

2021). 

Meskipun insentif fiskal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor 

otomotif sekaligus mengurangi emisi karbon, penerapannya tidak terlepas dari berbagai 

tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran pemerintah. Kamalina (2024) 

mencatat bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan potensi total 

penerimaan negara dapat mencapai sekitar Rp75 triliun setelah diberlakukannya 

kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Namun, dengan perubahan kebijakan yang 

menetapkan bahwa tarif PPN 12% hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, 

tambahan penerimaan negara diproyeksikan hanya sekitar Rp3,2 triliun. Ketua Komisi 

XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pemerintah memilih untuk 

menjaga daya beli masyarakat dengan mengorbankan potensi penerimaan PPN yang 

lebih besar  (Wildan, 2025). Kondisi tersebut mencerminkan pentingnya alokasi 

anggaran yang lebih selektif dan tepat sasaran, termasuk dalam pemberian insentif fiskal 

untuk sektor otomotif. Dalam konteks keterbatasan fiskal ini, efektivitas dan efisiensi 

pemberian insentif menjadi sangat krusial agar tujuan pembangunan ekonomi tetap 

tercapai. 

Berbagai penelitian telah mengkaji efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap 

kendaraan berbasis listrik dan hybrid. Sebagian besar studi menyoroti pengaruh positif 

insentif pajak terhadap peningkatan penjualan kendaraan ramah lingkungan. Misalnya, 

penelitian yang dilakukan oleh Xue, Zhou, Wu, dan Xu (2021) serta Liu (2023) 

menunjukkan bahwa insentif pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan 

terhadap minat konsumen dalam membeli kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB). 

Selain itu, penerapan insentif pajak kendaraan bermotor selama pandemi COVID-19 

juga berhasil meningkatkan kinerja industri otomotif, mendorong pendapatan negara, 

serta memperluas penyerapan tenaga kerja dan ekspor  (Izdihar, Wahyudi, Putra, 

Firmansyah, & Wijaya 2022). Namun demikian, hasil berbeda ditemukan oleh 

Rajagukguk (2022) serta Brian dan Sudirgo (2024), yang menyoroti bahwa insentif 

pajak untuk KBLBB di Indonesia masih kurang efektif. Mereka mencatat bahwa 

meskipun telah diberikan insentif, harga kendaraan listrik tetap tergolong mahal, 

sehingga minat masyarakat belum optimal. Penelitian terbaru oleh Syahputro dan Hadi 

(2024) serta Schub, Plotz, dan Sprei (2025) kembali mengonfirmasi bahwa insentif 

fiskal berdampak signifikan terhadap peningkatan angka penjualan KBLBB. 

Kendati berbagai penelitian sebelumnya telah menilai efektivitas insentif fiskal 

dari sisi peningkatan penjualan kendaraan ramah lingkungan, aspek efisiensi dari 

pemberian insentif fiskal belum banyak dikaji secara mendalam. Untuk mengukur tidak 
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hanya keberhasilan penjualan, tetapi juga dampak ekonomi yang lebih luas, diperlukan 

pendekatan yang lebih komprehensif. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

analisis input-output (IO), yang dinilai mampu mengevaluasi dampak ekonomi lintas 

sektor dalam jangka pendek (Ariutama, Prasetyo, & Saputra 2021). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi 

kesenjangan kajian yang masih terbatas terkait pengukuran dampak ekonomi dari 

pemberian insentif fiskal berupa PPnBM sebesar 3% untuk kendaraan berteknologi 

hybrid. Melalui pendekatan IO, penelitian ini tidak hanya akan mengukur dampak 

langsung, tetapi juga dampak tidak langsung dan induksi dari kebijakan tersebut 

terhadap perekonomian nasional, termasuk identifikasi sektor-sektor yang paling 

terdampak dan besarnya multiplier effect yang ditimbulkan. Dengan demikian, hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat digunakan untuk menilai 

efektivitas dan efisiensi kebijakan insentif fiskal menuju industri otomotif yang lebih 

ramah lingkungan di tengah kondisi keterbatasan anggaran, serta menjadi masukan bagi 

regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Di sisi akademis, 

penelitian ini memperkaya literatur mengenai evaluasi kebijakan fiskal berbasis model 

IO yang relevan untuk pengembangan studi kebijakan industri hijau di Indonesia. 

 

KERANGKA TEORI 

 

Teori Pertumbuhan Ekonomi 
 Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses untuk meningkatkan pendapatan 

nasional secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Amdan & Rafi, 2023). Seirama 

dengan gagasan Liana, et.al. (2024), perekonomian suatu negara dapat berkembang 

ketika kapasitas produksinya meningkat, yang tercermin dalam bertambahnya total 

pendapatan nasional peningkatan ini mencerminkan kemampuan ekonomi dalam 

menghasilkan output yang lebih besar sehingga mendorong kenaikan pendapatan 

nasional. Dalam kerangka pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga berperan 

sebagai indikator utama yang mencerminkan efektivitas kebijakan ekonomi makro suatu 

negara (Wau, Leniwati, & Fau, 2022). Tidak hanya itu, aspek distribusi pendapatan 

yang lebih merata juga menjadi elemen penting agar pertumbuhan tersebut dapat 

berdampak luas dan inklusif bagi masyarakat (Lestari & Jannah, 2019). 

 

Teori Keseimbangan Umum 
 Menurut Suryadi (2019) model keseimbangan umum merupakan pendekatan 

analitis yang digunakan untuk mengevaluasi keterkaitan antar pasar serta dinamika 

interaksi antara berbagai sektor industri, faktor produksi, dan institusi. Suparmono 

(2018) mengungkapkan mengenai keseimbangan umum yang tercapai ketika pasar 

barang dan pasar uang mencapai titik keseimbangan secara simultan, yang 

menghasilkan keseimbangan baik dalam pendapatan nasional maupun tingkat suku 

bunga. Dalam suatu perekonomian, pergeseran keseimbangan dalam satu pasar tidak 

hanya mempengaruhi sektor atau produk tertentu, tetapi juga menimbulkan efek pada 

sektor lain serta berbagai kegiatan ekonomi yang saling berhubungan melalui rantai IO 

(Sitio & Sylvia, 2020). 

 

Kebijakan Fiskal 

Menurut Arfah dan Jamilah (2021) kebijakan fiskal merupakan langkah yang 

ditempuh pemerintah melalui perubahan dalam sistem perpajakan maupun belanja 
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negara dengan tujuan mengatasi permasalahan ekonomi. Sejalan dengan itu, Dwiyanti, 

Wahyudi, dan Setianto (2021) menekankan bahwa kebijakan fiskal berperan dalam 

menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional. Fungsi 

strategis kebijakan fiskal juga terlihat dalam perannya mendukung pencapaian target 

pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana 

dijelaskan oleh Heliany (2021). Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih luas, seperti menekan tingkat 

pengangguran, menjaga kestabilan harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi 

(Haris, Hubertus, dan Tambajong 2025). 

  

Analisis Input-Output 

Tabel IO merupakan instrumen yang menggambarkan hubungan timbal balik 

serta keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya dalam suatu perekonomian 

(Badan Pusat Statistik, 2025b). Tabel ini menunjukkan bagaimana permintaan dan 

penawaran berbagai barang serta jasa saling berinteraksi dan bagaimana aktivitas di satu 

sektor dapat memengaruhi sektor lain (Ali, Sabir, & Muhammad 2019). Analisis 

terhadap tabel IO memberikan informasi penting mengenai dampak perubahan 

permintaan akhir terhadap tingkat output perekonomian (Indryani & Mun’im, 2022). 

Selain itu, menurut Annisa, Suharto, Syaifudin, Sayifullah, Ginanjar (2024) analisis IO 

juga digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh perubahan nilai total permintaan akhir 

terhadap output dan faktor produksi, serta dapat menjadi dasar dalam merumuskan 

rekomendasi kebijakan pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih 

optimal. 

 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan 

untuk menggambarkan dan mengukur dampak dari kebijakan insentif PPnBM DTP 3% 

terhadap perekonomian dan menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dapat 

mempengaruhi sektor ekonomi lainnya dengan menggunakan metode analisis tabel IO. 

Menurut Sulistyawati, Wahyudi, dan Trinuryono (2022) penelitian kuantitatif deskriptif 

adalah penelitian yang menggambarkan, mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena 

dengan data (angka) apa adanya tanpa menguji suatu hipotesis tertentu. Sementara itu, 

Rahmawan dan Angraini, (2021) menyatakan bahwa analisis IO digunakan untuk 

melihat keterkaitan (interdependence) antara suatu sektor produksi dengan sektor 

produksi lainnya dalam suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu. 

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder untuk melakukan penelitian ini agar 

dapat menggambarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. 

Menurut Alwi dan Yafiz (2022) data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak 

langsung dari objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

dokumen paparan terbitan Kementerian Keuangan dengan judul “Paket Kebijakan 

Ekonomi untuk Kesejahteraan” berupa informasi mengenai data pemberian insentif 

PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor hybrid. Selain itu, data lainnya 

diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa tabel IO Indonesia Tahun 2020: 

Transaksi Domestik Atas Harga Dasar Klasifikasi 17 Sektor (Badan Pusat Statistik, 

2025b). Pemilihan Tabel IO Tahun 2020 didasarkan pada pertimbangan bahwa tabel 

tersebut merupakan edisi terbaru yang tersedia secara resmi hingga saat ini, yakni 

diterbitkan pada 27 Januari 2025. Dengan demikian, penggunaan tabel ini dianggap 
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relevan dan representatif untuk menggambarkan struktur perekonomian terkini dalam 

konteks analisis yang dilakukan. 

 

Analisis Keterkaitan 
Maidalena (2023) mengemukakan bahwa analisis yang menarik dalam metode 

IO ini adalah dapat ditunjukkannya keterkaitan ekonomi secara langsung dan tidak 

langsung antar sektor, baik dari segi input (backward linkage) maupun dari segi output 

(forward linkage). Lebih lanjut dipaparkan oleh Lestari dan Jannah (2019) mengenai 

tujuan analisis keterkaitan yang digunakan untuk melihat keterkaitan antar sektor dalam 

perekonomian. Teori keterkaitan yang biasa dirumuskan meliputi keterkaitan ke 

belakang (backward linkage) yang menunjukkan hubungan keterkaitan antar sektor 

dalam hal pembelian input dari sektor lain yang digunakan untuk input produksi sektor 

tersebut dan keterkaitan ke depan (forward linkage) yang menunjukkan hubungan 

keterkaitan antar sektor dalam hal pemakaian output oleh sektor lain dari output yang 

dihasilkan oleh suatu sektor. Menurut Rahmawan dan Angraini (2021) ukuran 

keterkaitan ke belakang pada suatu sektor beranjak dari model Leontief dengan melihat 

sisi permintaan (demand-driven), sedangkan ukuran keterkaitan ke depan dilihat dari 

sisi penawaran (supply-driven). 

 

a. Keterkaitan Ke Belakang  

Hafidz dan Imansyah (2021) menguraikan tentang analisis keterkaitan langsung 

ke belakang yang mengukur sejauh mana sebuah sektor memberikan dampak terhadap 

sektor lain yang bergantung pada outputnya sebagai bahan baku. Konsep ini 

menggambarkan seberapa besar peningkatan permintaan akhir suatu sektor dapat 

mendorong aktivitas produksi di sektor-sektor yang menyuplai input bagi sektor 

tersebut. Perhitungannya dilakukan seperti Persamaan 1 berikut. 

 

 B (d + i) = ∑     
    

Dimana 

B (d + i)j : Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang  

aij  : Matriks kebalikan Leontief terbuka 

 

b. Keterkaitan Ke Depan  

Menurut Widyawati (2017) keterkaitan ke depan mengukur dampak peningkatan 

output suatu sektor industri terhadap total output yang dihasilkan, melalui proses 

distribusi dalam sistem perekonomian. Kenaikan output pada sektor i mendorong 

peningkatan distribusi output dalam sektor tersebut, sehingga sektor lain (sektor j) 

memperoleh tambahan input. Akibatnya, sektor j dapat meningkatkan aktivitas 

produksinya, yang pada akhirnya menghasilkan output yang lebih besar (Maghfiroh, 

2020). Perhitungannya dilakukan seperti Persamaan 2 berikut. 

 

F (d + i)i = ∑     
    

Dimana 

F (d + i)i  : Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan 

aij  : Matriks kebalikan Leontief terbuka 

 

 

 

(1) 

(2) 
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Analisis Kepekaan dan Penyebaran 
 Menurut Haris, Sarma, dan Faletehan (2018) analisis dampak penyebaran 

dilakukan dengan menilai sejauh mana sektor tersebut berkontribusi dalam 

mempengaruhi sektor lain melalui indikator daya penyebaran (power of dispersion) serta 

derajat kepekaan (sensitivity of dispersion). Hafidz dan Imansyah (2021) memaparkan 

bahwa sektor yang mempunyai nilai koefisien penyebaran yang tinggi merupakan sektor 

yang memiliki daya tarik terhadap sektor perekonomian lain lebih tinggi dan mempunyai 

pengaruh yang lebih kuat dalam meningkatkan pertumbuhan produksi. Kembali 

dijelaskan oleh Haris et al., (2018) indikator daya penyebaran dan derajat kepekaan 

menggambarkan besarnya pengaruh suatu sektor terhadap sektor lain, baik dalam aspek 

hulu maupun hilir, dibandingkan dengan rata-rata dampak di seluruh sektor. Oleh karena 

itu, nilai dari kedua indikator ini sering disebut sebagai rasio efek keterkaitan ke belakang 

(backward linkage index) dan rasio efek keterkaitan ke depan (forward linkage index). 

 

a. Backward Linkage Index  

 Konsep kepekaan penyebaran (daya penyebaran ke depan) mengacu pada sejauh 

mana peningkatan output suatu sektor dapat memengaruhi sektor lain melalui rantai 

distribusi dalam sistem ekonomi. Konsep ini menggambarkan peran sektor tersebut dalam 

menstimulasi pertumbuhan sektor lain yang bergantung pada outputnya sebagai bahan 

baku (Hilman & Ester, 2019). Perhitungannya dilakukan seperti Persamaan 3 berikut. 

 

BLIj = 
  ∑     

   

∑    ∑     
   

 

Dimana 

BLIj   : backward linkage index sektor j 

aij  :  Matriks kebalikan Leontief terbuka  

n  : Jumlah sektor 

 

b. Forward Linkage Index  

Konsep koefisien penyebaran (daya penyebaran ke belakang) menunjukkan 

bagaimana suatu sektor dapat memberikan dampak terhadap sektor hulu yang memasok 

input bagi proses produksinya. Dengan demikian, konsep ini merefleksikan kontribusi 

sektor tersebut dalam mendorong perkembangan industri yang menyediakan bahan baku 

atau layanan pendukungnya (Hilman & Ester, 2019). Perhitungannya dilakukan seperti 

Persamaan 4 berikut. 

 

FLIj = 
  ∑     

   

∑    ∑     
   

 

Dimana 

FLIj  : forward linkage index sektor i 

aij  :  Matriks kebalikan Leontief terbuka  

n  : Jumlah sektor 

 

Analisis Multiplier Effect 
Analisis angka pengganda (multiplier effect) dilakukan untuk mengukur 

bagaimana perubahan dalam permintaan akhir memengaruhi output, pendapatan, dan 

tingkat ketenagakerjaan di berbagai sektor ekonomi Haris et al., (2018). Nisa, Ridho, 

dan Shafriani (2024) menyebutkan bahwa matriks pengganda merupakan hasil invers 

(3) 

(4) 
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dari matriks Leontief, yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar sektor dalam 

perekonomian. 

 

a. Output 

Analisis pengganda output bertujuan untuk menilai sejauh mana perubahan 

permintaan akhir di suatu sektor memengaruhi sektor-sektor lain dalam perekonomian 

(Hafidz & Imansyah, 2021). Formula pengganda output dapat dinyatakan seperti 

Persamaan 5 berikut. 

 

MOi = ∑     
    

Dimana  

MOi  :  Angka multiplier output sektor i 

aij  :   Matriks kebalikan Leontief terbuka 

 

b. Pendapatan 

 Pengganda pendapatan digunakan untuk mengukur dampak peningkatan 

permintaan akhir terhadap pertumbuhan penaldapatan tenaga kerja, seperti upah dan 

gaji (Hafidz & Imansyah, 2021). Formula pengganda pendapatan dapat dinyatakan 

seperti Persamaan 6 berikut. 

 

MPi = ∑           
     

Dimana  

MPi  :  Angka multiplier pendapatan sektor i 

hi  :  koefisien pendapatan 

aij  :   Matriks kebalikan Leontief terbuka 

 

c. Tenaga Kerja 

 Pengganda tenaga kerja berfungsi untuk mengevaluasi bagaimana perubahan 

permintaan akhir berkontribusi terhadap fluktuasi jumlah tenaga kerja yang terserap 

(Hafidz & Imansyah, 2021). Formula pengganda tenaga kerja dapat dinyatakan seperti 

Persamaan 7 berikut. 

 

MLi = ∑           
    

Dimana  

MLi  :  Angka multiplier Tenaga Kerja sektor i 

Wi  :  Koefisien tenaga kerja 

aij  :   Matriks kebalikan Leontief terbuka 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Keterkaitan 

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan antar sektor yang disajikan dalam Tabel 1, 

sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan nilai Forward Linkage (FL) 

tertinggi, yaitu sebesar 6,614 yang berarti setiap adanya peningkatan permintaan akhir 

sebesar Rp1 juta pada sektor tersebut, maka akan meningkatkan output secara total 

sebesar Rp6,614 juta yang kemudian akan didistribusikan baik langsung dan tidak 

langsung ke sektor-sektor lain. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Silaban dan 

(5) 

(6) 

(7) 
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Irawan (2024) yang menunjukkan dominasi sektor Industri Pengolahan sebagai sektor 

dengan nilai FL tertinggi. Menurut Lestari dan Ruslam (2021) tingginya nilai FL berarti 

sektor tersebut mempunyai daya dorong yang kuat terhadap sektor hilirnya 

dibandingkan sektor lainnya. Sebaliknya, sektor dengan nilai FL terendah adalah Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai 1,041. Rendahnya keterkaitan ke depan 

dalam sektor ini disebabkan oleh karakteristiknya yang lebih dominan dalam melayani 

kebutuhan konsumen akhir dibandingkan digunakan sebagai input antara dalam proses 

produksi sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keterkaitan yang 

lebih terbatas dalam mendorong output di sektor lain dalam perekonomian. 

 

     Tabel 1. Analisis Keterkaitan, Penyebaran, dan Multiplier Effect 

No 
Klasifikasi Lapangan 

Usaha 

Analisis 

Keterkaitan 

Analisis 

Penyebaran Koefisien Multiplier 

Klasifikasi 

Prioritas 

FL BL FLI BLI Output Pendapatan TK  

1 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 2,675 1,368 1,427 0,730 1,368 1,241 1,156 Prioritas 3 

2 

Pertambangan dan 

Penggalian 2,486 1,697 1,326 0,906 1,697 1,790 3,103 Prioritas 3 

3 Industri Pengolahan 6,614 2,127 3,529 1,135 2,127 2,676 3,663 Prioritas 1 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 2,367 2,874 1,263 1,533 2,874 5,693 7,168 Prioritas 1 

5 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 1,055 1,787 0,563 0,953 1,787 1,857 1,401 Prioritas 4 

6 Konstruksi 1,304 2,207 0,696 1,177 2,207 2,060 2,798   Prioritas 2 

7 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 1,151 1,556 0,614 0,830 1,556 1,316 1,211 Prioritas 4 

8 

Transportasi dan 

Pergudangan 1,613 2,063 0,861 1,101 2,063 2,080 2,079 Prioritas 2 

9 

Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 1,258 2,066 0,671 1,102 2,066 1,862 1,676 Prioritas 2 

10 Informasi dan Komunikasi 2,019 1,719 1,077 0,917 1,719 1,737 3,378 Prioritas 3 

11 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 1,727 1,401 0,921 0,747 1,401 1,296 1,674 Prioritas 4 

12 Real Estate 1,280 1,468 0,683 0,783 1,468 2,231 3,619 Prioritas 4 

13 Jasa Perusahaan 2,013 1,833 1,074 0,978 1,833 1,674 1,944 Prioritas 3 

14 

Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 1,080 1,977 0,576 1,055 1,977 1,386 1,611 Prioritas 2 

15 Jasa Pendidikan 1,063 1,588 0,567 0,847 1,588 1,186 1,262 Prioritas 4 

16 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 1,041 2,250 0,555 1,201 2,250 1,929 2,579 Prioritas 2 

17 Jasa lainnya 1,117 1,881 0,596 1,003 1,881 1,472 1,255 Prioritas 2 

 Rata-Rata 1,874 1,874   1,874 1,970 2,446  
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Kemudian, sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai Backward Linkage 

(BL) tertinggi, yaitu sebesar 2,874. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

permintaan akhir sebesar Rp1 juta pada sektor tersebut akan memerlukan tambahan 

input dari berbagai sektor hulu baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 

Rp2,874 juta. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Silaban dan Irawan (2024) 

serta Gobel, Arham, Akib, dan Olilingo (2024) yang juga mengidentifikasi sektor 

Pengadaan Listrik dan Gas sebagai sektor dengan nilai BL tertinggi. Menurut Lestari dan 

Ruslam (2021) tingginya nilai BL pada suatu sektor mencerminkan ketergantungannya 

yang tinggi terhadap input dari sektor lain. Sebaliknya, sektor dengan nilai BL terendah 

adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang memiliki nilai sebesar 1,368. 

Rendahnya keterkaitan ke belakang pada sektor ini disebabkan oleh struktur input yang 

relatif sederhana, yang sebagian besar terdiri dari input primer, sehingga hubungan antar 

sektor dalam proses produksi menjadi lebih terbatas (Ahmad & Alvi, 2024). 

Di sisi lain, sektor yang terkait dengan pemberian insentif PPnBM DTP 3% 

untuk kendaraan hybrid, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor, memiliki nilai FL dan BL di bawah rata-rata, masing-masing sebesar 

1,151 dan 1,556. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ini tidak memiliki keterkaitan 

ke belakang maupun ke depan yang tinggi, sehingga kurang berperan dalam mendorong 

atau menarik pertumbuhan sektor lainnya dalam perekonomian Gobel et al., (2024). 

 

Analisis Kepekaan dan Penyebaran 
Berdasarkan gabungan keterkaitan FL dan BL, sektor ekonomi dapat 

diklasifikasikan ke dalam empat kategori prioritas berdasarkan tingkat keterkaitannya 

dengan sektor lain dalam perekonomian (Rafiqah, Darsono, & Sutrisno 2018). Kategori 

pertama mencakup sektor kunci yang memiliki keterkaitan tinggi baik ke belakang 

maupun ke depan, sehingga berperan sebagai penggerak utama dalam perekonomian. 

Sektor ini memiliki kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan di sektor hulu 

maupun hilir serta memperkuat struktur ekonomi nasional. Berdasarkan hasil analisis, 

industri pengolahan serta pengadaan listrik dan gas termasuk dalam kategori ini, yang 

menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan ekonomi. 

Kategori kedua terdiri dari sektor strategis atau potensial yang memiliki peran 

signifikan dalam perekonomian, meskipun tidak sekuat sektor kunci. Sektor-sektor 

dalam kategori ini tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta 

menyediakan layanan penting bagi masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

sektor yang masuk dalam kategori ini meliputi konstruksi; transportasi dan 

pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintahan, 

pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa 

lainnya. Walaupun sektor-sektor ini belum memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam 

rantai ekonomi, perannya tetap mendukung dinamika perekonomian secara luas. 

Selanjutnya, kategori ketiga mencakup sektor-sektor yang belum mampu memacu 

pertumbuhan produksi sektor inputnya, tetapi memiliki sensitivitas tinggi terhadap 

perubahan permintaan di sektor hilir (Rafiqah et.al., 2018). Artinya, pertumbuhan sektor 

ini lebih dipengaruhi oleh dinamika permintaan akhir dibandingkan dengan perannya 

sebagai penggerak utama dalam rantai produksi. Sektor-sektor yang termasuk dalam 

kategori ini berdasarkan hasil analisis adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

pertambangan dan penggalian; informasi dan komunikasi; serta jasa perusahaan. 

Terakhir, kategori keempat mencakup sektor-sektor dengan keterkaitan ekonomi 

yang relatif rendah, baik ke belakang maupun ke depan, sehingga dampaknya terhadap 
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sektor lain masih terbatas (Rafiqah et.al., 2018). Sektor-sektor ini kurang berkontribusi 

dalam mendorong pertumbuhan industri hulu maupun hilir. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan, sektor yang tergolong dalam kategori ini mencakup pertanian, kehutanan, 

dan perikanan; pertambangan dan penggalian; informasi dan komunikasi; serta jasa 

perusahaan. Dalam konteks kebijakan insentif PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hybrid, 

sektor perdagangan besar dan eceran serta peparasi mobil dan sepeda motor juga masuk 

dalam kategori ini. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki keterkaitan yang 

relatif rendah dengan industri hulu maupun hilir, sehingga kontribusinya terhadap 

perekonomian nasional masih terbatas. Oleh karena itu, kebijakan insentif ini belum 

menjadi prioritas utama dalam upaya penguatan struktur ekonomi secara keseluruhan. 

 

Analisis Multiplier Effect 

Hasil perhitungan multiplier output dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa sektor 

pengadaan listrik dan gas memiliki koefisien tertinggi, yakni sebesar 2,874. Artinya, 

setiap peningkatan permintaan akhir sebesar Rp1 juta dalam sektor ini akan mendorong 

pertumbuhan total output ekonomi hingga Rp2,874 juta. Nilai yang tinggi ini 

mencerminkan peran strategis sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebagai salah satu 

pendorong utama dalam perekonomian Silaban dan Irawan (2024) Selain itu, 

perhitungan multiplier pendapatan juga menunjukkan sektor yang sama sebagai sektor 

dengan nilai tertinggi, yaitu sebesar 5,692. Dengan demikian, setiap kenaikan 

permintaan akhir sebesar Rp1 juta akan meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 

Rp5,692 juta.  

Selain berkontribusi pada output dan pendapatan, sektor pengadaan listrik dan 

gas juga menunjukkan daya serap tenaga kerja yang tinggi. Perhitungan multiplier 

tenaga kerja mengungkap bahwa sektor ini memiliki koefisien sebesar 7,168, yang 

berarti setiap peningkatan permintaan akhir sebesar satu unit dapat menyerap tenaga 

kerja hingga 7,168 kali lebih banyak dibandingkan sektor dengan multiplier tenaga 

kerja sebesar satu. Namun, hasil ini berbeda dari temuan Silaban dan Irawan (2024) 

yang menyatakan bahwa sektor dengan multiplier tenaga kerja tertinggi adalah 

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Perbedaan hasil ini 

kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan periode analisis, di mana penelitian 

Silaban dan Irawan (2024) menggunakan Tabel IO tahun 2016, sedangkan penelitian ini 

menggunakan Tabel IO tahun 2020.  

Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 

motor, yang menjadi fokus utama kebijakan insentif PPnBM DTP 3% untuk kendaraan 

hybrid, memiliki nilai multiplier output, pendapatan, dan tenaga kerja yang berada di 

bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak memiliki dampak 

signifikan terhadap perekonomian, baik dalam meningkatkan output, meningkatkan 

pendapatan masyarakat, maupun menyerap tenaga kerja. Utomo (2021) menekankan 

bahwa sektor yang memiliki nilai multiplier output, pendapatan, dan tenaga kerja di atas 

rata-rata seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah guna 

memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemberian insentif pada sektor 

ini belum menjadi prioritas utama dalam strategi kebijakan pemerintah. Jika tujuan 

utama kebijakan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, serta memperluas lapangan kerja, maka insentif sebaiknya dialokasikan ke 

sektor-sektor dengan nilai multiplier yang lebih tinggi dan berada di atas rata-rata. 

Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan akan memberikan dampak yang lebih 

optimal terhadap perekonomian keseluruhan. 



306  
 

Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 30 No. 2, Agustus 2025 

 

Analisis Dampak Ekonomi 

Berdasarkan simulasi menggunakan tabel IO, pemberian insentif PPnBM DTP 

3% untuk kendaraan hybrid di tahun 2025, dengan nilai Rp0,8 triliun, diproyeksikan 

memberikan dampak ekonomi yang terbatas. Simulasi ini menunjukkan bahwa 

kebijakan tersebut dapat meningkatkan total output ekonomi hingga Rp1,24 triliun serta 

menambah total pendapatan masyarakat sebesar Rp320,52 miliar. Temuan ini 

menunjukkan bahwa insentif pajak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di 

berbagai sektor, sejalan dengan penelitian Gupta (2018), Rinaldi (2019), serta Ichvani 

dan Sasanam H (2019), yang menyimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak menjadi 

alat efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Analisis hasil dampak multiplier 

tersaji pada Tabel 2.  

 
     Tabel 2. Analisis Hasil Dampak Multiplier  

No Klasifikasi Lapangan Usaha 

Dalam satuan juta rupiah 
Dalam satuan juta 

orang 

Dampak 

Multiplier 

Output 

Dampak 

Multiplier 

Pendapatan 

Dampak Multiplier 

Tenaga Kerja 

1 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
33.435,60 9.820,09 0,000527 

2 Pertambangan dan Penggalian 19.232,86 2.804,58 0,000022 

3 Industri Pengolahan 161.459,68 19.352,89 0,000397 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 16.659,58 737,58 0,000008 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 
410,32 58,40 0,000003 

6 Konstruksi 8.753,31 1.617,19 0,000024 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
808.822,84 246.313,13 0,007540 

8 Transportasi dan Pergudangan 32.495,75 5.396,84 0,000131 

9 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
7.190,13 1.559,79 0,000068 

10 Informasi dan Komunikasi 35.786,67 6.333,59 0,000033 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 53.096,48 14.672,59 0,000098 

12 Real Estate 28.126,38 1.960,78 0,000016 

13 Jasa Perusahaan 32.827,46 7.352,39 0,000097 

14 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

1.575,46 697,64 0,000011 

15 Jasa Pendidikan 1.342,30 748,16 0,000013 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.396,97 312,51 0,000005 

17 Jasa lainnya 2.524,32 786,86 0,000035 

Total Dampak 1.245.136,10 320.525,00 0,009028 
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Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menciptakan 9.028 lapangan kerja baru, 

yang mana sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 

menjadi penyumbang terbesar dengan 7.540 tenaga kerja terserap. Temuan ini didukung 

oleh penelitian Siregar (2018) dan Hidayat (2021) yang menemukan bahwa peningkatan 

permintaan di sektor ekonomi dapat mendorong penyerapan tenaga kerja secara 

signifikan. 

 
Tabel 3. Analisis Potensi PPN Akibat Shock Kebijakan Insentif Fiskal (Dalam Jutaan 

Rupiah) 

 

 

Sektor Objek PPN 

Total 

Dampak 

Output 

Underground 

Economy 

(26,6%) 

Penyesuaian 

Sektor 

Dampak Output 

Setelah 

Penyesuaian 

Sektor 

Potensi 

PPN 

(1) (2) (3) (4) = (1) - (2) - 

(3) 

(5) 

3 Industri Pengolahan 161.460 42.948 64.584 53.928 5.344 

4 Pengadaan Listrik 

dan Gas 

16.660 4.431 6.830 5.398 535 

6 Konstruksi 8.753 2.328 0 6.425 637 

7 Perdagangan Besar 

dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

808.823 215.147 0 593.676 58.833 

8 Transportasi dan 

Pergudangan 

32.496 8.644 16.248 7.604 754 

10 Informasi dan 

Komunikasi 

35.787 9.519 0 26.267 2.603 

12 Real Estate 28.126 7.482 0 20.645 2.046 

13 Jasa Perusahaan 32.827 8.732 0 24.095 2.388 

17 Jasa lainnya 2.524 671 0 1.853 184 

Total 1.127.456 299.903  739.891 73.322 

 

Selanjutnya, peningkatan output ekonomi akibat kebijakan insentif PPnBM DTP 

3% untuk kendaraan hybrid di tahun 2025 berpotensi meningkatkan penerimaan negara 

melalui PPN (Tabel 3). Hal ini terjadi karena sebagian besar barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam perekonomian termasuk dalam objek PPN (Silaban & Irawan, 2024). 

Berdasarkan regulasi yang berlaku Setiawan dan Ariutama (2023) mengidentifikasi 

terdapat sembilan sektor utama yang dikenakan pajak ini, yaitu industri pengolahan, 

pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan 

bermotor, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estat, jasa 

perusahaan, serta jasa lainnya. 

Untuk menghitung potensi penerimaan PPN, beberapa penyesuaian perlu 

dilakukan terhadap output ekonomi. Pertama, pengaruh ekonomi bawah tanah 

(underground economy) harus dikoreksi. Berdasarkan penelitian Medina dan Schneider 

(2018) rata-rata transaksi di sektor informal Indonesia pada periode 1991–2015 

mencapai 26,6% dari total ekonomi, sehingga nilai ini perlu dikurangkan agar estimasi 
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lebih akurat. Kedua, dalam sektor industri pengolahan, sekitar 40% pelaku usaha 

merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak wajib memungut 

PPN Silaban dan Irawan (2024), sehingga proporsi ini harus dikeluarkan dari 

perhitungan. Ketiga, dalam sektor pengadaan listrik dan gas, perlu dilakukan koreksi 

sebesar 41% karena konsumsi listrik oleh industri pada tahun 2021 mencapai angka 

tersebut dari total konsumsi nasional. Keempat, di sektor transportasi dan pergudangan, 

diperlukan penyesuaian sebesar 50% karena hanya sektor pergudangan yang dikenakan 

PPN, sementara transportasi dikecualikan. Mengingat keterbatasan data, total output 

dari kedua sektor ini dibagi secara merata. 

Setelah semua penyesuaian diterapkan, estimasi potensi penerimaan PPN dari 

kebijakan insentif PPnBM DTP 3% kendaraan hybrid di tahun 2025 diperkirakan 

mencapai Rp73,32 miliar. Namun, angka ini masih memiliki keterbatasan yang dapat 

menyebabkan hasil estimasi terlalu rendah (underestimated) atau terlalu tinggi 

(overestimated). Salah satu kendala utama adalah belum diperhitungkannya jumlah 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang aktif. Selain itu, perhitungan masih menggunakan 

tarif PPN 11%, namun pada tahun 2025 tarif ini naik menjadi 12%, terutama untuk 

kategori barang mewah. Oleh karena itu, menurut Setiawan dan Ariutama (2023) hasil 

estimasi ini masih bersifat teoritis dan bisa berbeda dari realisasi saat kebijakan 

diterapkan. 

 

Analisis Skema Pembanding 
Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan tarif PPN dan 

keterbatasan anggaran akibat revisi target penerimaan sebagai dampak dari perubahan 

skema penerapan PPN, diperlukan kebijakan yang tepat sasaran. Terlebih lagi, tidak 

terdapat penyesuaian terhadap implementasi paket stimulus ekonomi yang telah 

dirancang sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk mengarahkan intervensi 

kebijakan kepada sektor-sektor dengan dampak ekonomi paling besar. Berdasarkan 

hasil simulasi (Tabel 4), sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor industri tergolong 

dalam kategori prioritas utama, dengan nilai efek pengganda tertinggi di antara seluruh 

sektor yang dianalisis. Hal ini juga sejalan dengan hasil temuan dari  Rahmah dan 

Widodo (2019); Silaban dan Irawan (2024); Hayuningtyas, Lubis, Annam, 

Kusumawardani, Kartiasih (2024) yang juga menemukan bahwa kedua sektor tersebut 

merupakan sektor unggulan atau prioritas dalam kebijakan jika berfokus dalam aspek 

ekonomi dalam hal ini menjaga daya beli masyarakat. 

 
Tabel 4. Hasil Simulasi Analisis Input-Output 

 

Klasifikasi Lapangan Usaha 

Koefisien Multiplier  

 

Klasifikasi Output Pendapatan 
Tenaga 

Kerja 

Industri Pengolahan 2.127 2.676 3.663 Prioritas 1 

Pengadaan Listrik dan Gas 2.874 5.693 7.168 Prioritas 1 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 
1.556 1.316 1.211 Prioritas 4 

 

Sektor industri pengolahan, apabila diberikan stimulus melalui kebijakan fiskal 

seperti insentif, mampu menciptakan output, pendapatan, dan kesempatan kerja masing-

masing sebesar 2,127; 2,676; dan 3,663 kali lipat dari nilai insentif yang disalurkan. 
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Salah satu skema insentif yang relevan untuk tetap dilanjutkan penerapannya adalah 

insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi industri 

padat karya dengan batas penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan. Sementara itu, 

sektor pengadaan listrik dan gas menempati posisi kedua dengan angka pengganda yang 

bahkan lebih tinggi, yakni masing-masing sebesar 2,874 (output), 5,693 (pendapatan), 

dan 7,168 (tenaga kerja). Oleh karena itu, skema insentif seperti pemberian diskon tarif 

listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya 2200 VA dapat dipertimbangkan untuk 

terus dilanjutkan guna menjaga konsumsi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas 

ekonomi. Dengan demikian, alokasi stimulus pada sektor-sektor prioritas ini diyakini 

mampu menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan melalui peningkatan output, 

pendapatan, dan serapan tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas daya 

beli masyarakat di tengah dinamika kebijakan fiskal. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil analisis terhadap simulasi penerapan kebijakan PPnBM DTP sebesar 3% 

untuk kendaraan hybrid menunjukkan potensi kontribusi positif terhadap perekonomian 

nasional, dengan peningkatan output ekonomi sebesar Rp1,24 triliun, kenaikan 

pendapatan rumah tangga sebesar Rp320,52 miliar, serta penciptaan sekitar 9.028 

lapangan kerja. Selain itu, kebijakan ini juga diperkirakan dapat meningkatkan 

penerimaan PPN sebesar Rp73,32 miliar. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena 

sektor yang paling terdampak—yakni perdagangan besar dan eceran serta reparasi 

mobil dan sepeda motor—memiliki keterkaitan yang lemah dengan sektor hulu dan 

hilir, serta hanya menempati peringkat keempat dalam indeks kepekaan dan penyebaran. 

Oleh karena itu, agar dampak ekonomi lebih optimal, insentif fiskal pemerintah 

sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor dengan nilai pengganda yang lebih tinggi, 

seperti industri pengolahan dan pengadaan listrik dan gas, yang memiliki keterkaitan 

lebih kuat dalam struktur ekonomi nasional. 

Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya perancangan insentif fiskal 

yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian agar kebijakan 

dapat memberikan efek pengganda yang maksimal. Pemerintah perlu mengarahkan 

insentif pada sektor-sektor strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi 

secara luas. Selain itu, mengingat analisis ini menggunakan Tabel IO tahun 2020 untuk 

mengevaluasi kebijakan tahun 2025, terdapat risiko ketidaksesuaian data dengan 

kondisi ekonomi aktual. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperbarui 

struktur tabel IO menggunakan pendekatan RAS guna meningkatkan relevansi dan 

akurasi analisis kebijakan. Penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan 

dengan pendekatan yang lebih dinamis dan spasial untuk mengevaluasi efektivitas 

kebijakan fiskal secara lebih menyeluruh. 
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